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ABSTRAK

Pelaksanaan otonomi dacreh vang ditandoi dengan diberfakukannya UL Mo, 22 tahun 1499
dam UL Mo, 25 tahun 1999, memberikan kewenangan vang lebih luas pada daemah  untuk membiavai
keperluan rumah tangeanya sendiri Jengan menggali sumber-sumber penerimaen daerah, Berdasarkon
data oleh Badan Pusar Sadistik (BPFE), PDREB Perkapita Pesizir Selatan dtas dasar harga bBerlaku
menurut lapangan usgha pada tehon 2007 mengalami peningkatan vang cukup  besar, vail
3.082.919.44 Milvar Hupiah dibandingkan denpan nilai PDRB pade tahun 2004 yang hanya sebesar

1945314, 3% Milyar Rupiah.Namun, penerimean pajak daerah kabupaten Pesisir Selatan schagai titik
l*era: pelaksanaan otonomi daersh, persentasenva relatif kecil. vaitu rata-ra@ hanya 14% pade tahun
200572006 dan menwron menjadi 115 pada ahuon 200652007, Skeipst inl akan menganalisis bapaimana
kemampuan keuangan daerah kabupaten pesisic selatan dalam menjalan olonomi daerah. Berdasarkon
temuan empiris dengan analisis regresi PDRB/Kapita dan strukiur perekonomion daecah secara
statistik koetisicn regresinys bersifat tidak signifikan dan sama dengan nol. Mamun, secara simuian,
kedua variebel ini memiliki koefisien determinasi (R yong cukvp baik. Cleh kerena it swukoor
perckonomian doerah dan perubohan pendapatan perkapita, berpengorub terhadop rasio PAD Total
Pensrinman Daerab,
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BABI

PENDAHULUAN

.1 Latar Belakang

Oronomi daerah dan desentralisas) fiskal bukan ku.:un::up barue di Indonesia,
sudah diatyr dalam LU RI Me. 5 tahun 1975 tentang pokok-pokok pemerintghan
di daerah, Dalam prakieknyva kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal
sclama pemerintahan orde baru belum dapat mengurangn ketimpangan vermkal
dan horizontal, yang ditunjukkan dengan tingginva derzjat sentralisas: fiskal dan
besarnya ketimpangan antardacrah dan wilayah (Sjahfnizal, dalam Waluyvo, 2007)
Prinsip dasar pelaksanaan desentralisas) fiskal di Indonesia falabh “Aosey Foflows
Faprcfions” | vantu Tungst pokok pelayanan publik didaerahkan, dengan dukungan
rembiayaan pusal melalu penyeraban sumber-sumber penenmaan kepada dacrah
i Waluvo, 2007

Melaksanaan otonomi daerah vang diandai dengan diberlakukannye UL
Moo 22 tahun 1999 tentang Pemerintaban Daerah dan UL Noo 25 tahun 1999
tentang Penimbangan Kevangan antara Pemermiah Pusat dan Pemerintah Daerab
(dalam perkembangannyva kedua regulasi imi diperbahann dengan UL No. 32
tahun 2004 dan ULl Ne 33 tahun 2(04) menjadi babak baru lerkait dengan
hubungan antara pemenintah pusat dan pemenntah daerah, Dagrah (kabupaten dan
Kata)y diberikan kewenangan vang lebih luas dalam mengelola berbagal sumber
dava yvang dimiliki (Adi. 2008), Menurul Mardiasmo sebagaimana yang dikutip
oleh Ade (2008) menyvatakan, bahwa daerah tidak lagr sekedar menjalankan

mstrukst clan pemenmah pusat, wetap diluntet untuk mengembangkan kreatifitas



dan ipovas dalam mengoptimalkan polenst vang selama ini (sehelum olonomi)
dapat dikatakan terpasung

Menurat Lin dan Liw; Mardiasmo, dan Wong, vang dikutip dalam Adi,
(200%8) juga menvebutkan, adanva kewenangan vang dimiliki ini, memberikan
konsckuensi adanva tuntutan peningkatan kemandirian daerab (5idik, dalam Adi,
2008).  Dacrah  diharapkan mengalam  percepatan pertumbuhan ckonemi
Ipemngkatan  kesejahteraan  masyarakat).  Untuk  mu, pemenmah daerah
sevopryvanya lebib berkonsentras: pada pemberdayvaan kekuatan ekonomi lokal,
melakukan alokasi yang lebib efisien pada berbapai potensi lokal vang sesum
dengan kebutuhan publik, Peningkatan pertumbuhan ekonomi lokal lebih cepar
terwujud dan pada gilirannya dapat meningkatkan Kinerga (kemampuan ) keuangan
dacrah. Hal ini berarti, idealnva pelaksanaan otonomi dagrah harus mampu
mengurangl ketergantungan terhadap pemenntah pusat, daerah menjadi lebih
mandir, vang salah sstunyva diindikasikan dengan meningkainva  kontribusi
pendapatan ash deerah (PADY) dalam bal pembiavaan daerah {Adi, 2007),

Relormas: vang diperjuangkan oleh seluruh lapisan masvarakat, membawa
perubaban dalam Kehidupan polink nasional maupuan di daerah. Menurut Bastian
[dalam Adh, 2008 tema sentral dan reformas tersebut adalah mewujudkan
masyvarakal madani, terciptanva pood governence dan mengembangkan model
pembangunan vang berkeadilan. Salah satu agenda reformasi terscbut adalah
adanya desentralisas) keuangan dan otonom daerah

Pertimbangan vang mendasan perlunva diselengparakan otonemi dacrah
adalah perkembangan kondisi di dalam dan lvar negeri. Kondist di dalam negeri

mengindikastkan  bahwa rakyat menghendaki  keterbukaan dan kemandirian

(]



BAR VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Bagran ini merupakan kesimpulan dar  ursian-uraian vang telah
dikemukakan pada Bab | sampai dengan Bab IV, terutama Bab W vang herisikan
hasil dan pembahasun dari penelitian ini. Selanjutnva. digjukan heberapa saran
vang dapat dijadikan masukan dalam rangka memperkuar kemampuan Keuangan

doerah kabupaten Pesisir Selatan

6.1 Kesimpulan
Dari hasit peneliian dan pembahasan,  dapat diperaleh  beberapa
kesimpulan, antara lain sehagzar berikut:

o Tingkat Otonomi Fiskal Daerah (OF1) kabupaten Pesisir Selatan selama
periade penelitian masih rendah. Hal ins disehabkan oleh kecilnya anpka
penenimaan FAT dibandingkan dengan Total Penerimaan Dasrah Kabupaten
Pasisir Sclatan vany jauh lebih besar Besarmva total penenmaan daerah g
akibar dani besarnya kontribusi dana perimbangan (DAL

b. Pengujian model Chonomi Fiskal Dacrah dengan data 17 tahun pengamatan
menunjukkan, bahwa variabel cksplamatori PDR B'Kapita dan  struktur
merekonomian daerah, secara statistik koefisien regresinya siemfikan dan
menofak hipotesis nol {tolak M) Secara simultan, kedua wvariabel inj
memiliki koefisien determinasi vang cukup baik, kareng variahel independen

mampu menjelaskan scbanvak S8.0% tingkat kerapamuan otonomi fiskal
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